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Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan akibat hukum wanprestasi dalam
perjanjian kredit mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-
Undang Jaminan Fidusia, serta penerapannya dalam pendampingan perkara secara nonlitigasi di LBH
Awalindo. Hasil penulisan menunjukkan bahwa wanprestasi debitur dapat menimbulkan akibat hukum berupa
kewajiban memenuhi prestasi, pembayaran ganti kerugian, dan tindakan terhadap objek jaminan fidusia sesuai
ketentuan hukum. Dalam praktik pendampingan, penyelesaian melalui negosiasi berhasil mencapai
kesepakatan antara debitur dan perusahaan pembiayaan tanpa melalui proses pengadilan. Implikasi hasil
penulisan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dapat menjadi alternatif yang
efektif dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi kreditur maupun debitur.
Kata Kunci: Wanprestasi, Kredit Mobil, Jaminan Fidusia, Nonlitigasi.

Abstract: This study aims to analyze the legal regulation and legal consequences of default in car financing
agreements based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. The study employs a normative
juridical method by examining the Indonesian Civil Code, the Fiduciary Security Law, and its application in
non-litigation legal assistance at LBH Awalindo. The results indicate that a debtor's default may result in
legal consequences, including the obligation to fulfill performance, pay compensation, and take legal action
against the fiduciary security object in accordance with applicable laws. In practice, dispute resolution
through negotiation successfully resulted in an agreement between the debtor and the financing company
without court proceedings. The implication of this study is that non-litigation dispute resolution can serve as
an effective alternative in providing legal certainty and balanced protection for both creditors and debtors.
Keywords: Default, Car Financing, Fiduciary Security, Non-Litigation.
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PENDAHULUAN

Hukum perdata merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan antara
subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat, terutama
yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Subjek hukum tersebut dapat berupa orang
perseorangan maupun badan hukum. Dalam hukum perdata, hubungan hukum yang diatur meliputi
hak dan kewajiban yang timbul karena perjanjian, keluarga, harta kekayaan, warisan, maupun
perbuatan melawan hukum.!

Ruang lingkup hukum perdata sangat luas. Dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata
mengatur perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, serta perwalian. Dalam bidang
kekayaan, hukum perdata mengatur kepemilikan benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam
bidang perikatan, hukum perdata mengatur perjanjian utang piutang, jual beli, sewa menyewa, dan
perbuatan melawan hukum.

Perkembangan ekonomi Indonesia yang pesat mendorong meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terutama mobil, sebagai sarana transportasi dan simbol
status sosial. Harga mobil yang relatif tinggi membuat masyarakat lebih memilih sistem
pembelian melalui kredit daripada tunai. Kredit mobil menciptakan hubungan hukum antara
kreditur dan debitur yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini mengikat secara hukum dan
menuntut kepatuhan kedua belah pihak. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaan perjanjian
menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan.?

Dalam praktik kredit mobil, banyak debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
Wanprestasi dapat berupa keterlambatan, pembayaran tidak penuh, atau penolakan total untuk
membayar. KUHPerdata mengatur bahwa debitur yang wanprestasi wajib mengganti
kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban. Hal ini menimbulkan risiko hukum dan
finansial bagi kreditur. Di sisi lain, debitur juga menghadapi konsekuensi hukum yang serius.®
Wanprestasi sering menimbulkan sengketa hukum antara kreditur dan debitur. Kreditur
berpotensi mengalami kerugian finansial dan gangguan arus kas, sedangkan debitur menghadapi
risiko tuntutan hukum dan eksekusi jaminan fidusia. Banyak kasus berakhir di pengadilan
karena ketidaktahuan atau perselisihan terkait hak dan kewajiban hukum. Ketidakjelasan ini
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kajian hukum
normatif menjadi sangat penting.*

Selain aspek finansial, wanprestasi dalam kredit mobil juga berkaitan dengan prinsip
keadilan dan kepastian hukum. Debitur dan kreditur perlu memahami hak dan kewajiban masing-
masing secara jelas. Asas hukum perdata seperti pacta sunt servanda dan itikad baik menjadi
landasan yuridis dalam penyelesaian sengketa. Ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik di
lapangan sering menimbulkan konflik. Penulisan normatif membantu menelaah aturan hukum
yang berlaku secara mendalam.®

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan
hukum bagi kreditur ketika debitur wanprestasi. Jaminan fidusia memungkinkan kreditur
mengeksekusi jaminan tanpa melalui proses lama di pengadilan. Hal ini memberikan kepastian
hukum dan perlindungan finansial bagi lembaga pembiayaan. Namun, penerapan jaminan fidusia
juga harus memperhatikan hak-hak debitur. Penulisan diperlukan untuk menilai keseimbangan
hak dan kewajiban kedua pihak.

Urgensi penulisan ini muncul karena praktik kredit mobil masih sering menimbulkan
sengketa hukum. Banyak debitur dan kreditur yang tidak memahami secara penuh implikasi
hukum wanprestasi. Ketidakpahaman ini memicu konflik, yang dapat menimbulkan kerugian
finansial dan sosial. Dengan demikian, kajian hukum normatif penting untuk memberikan pemahaman
yang lebih jelas. Penulisan ini menjadi relevan untuk meningkatkan kepastian hukum. Studi yuridis
tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil membantu memahami penerapan asas hukum
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perdata. Analisis normatif memungkinkan identifikasi risiko hukum bagi kedua pihak. Dengan
pemahaman ini, kreditur dapat menyusun perjanjian yang lebih aman dan debitur dapat menjalankan
kewajibannya secara benar. Hal ini mengurangi potensi konflik dan sengketa hukum di kemudian hari.
Penulisan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian. ©

Penulisan juga bermanfaat untuk memberikan rekomendasi hukum yang praktis bagi lembaga
pembiayaan. Rekomendasi ini dapat berupa mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan prosedur
eksekusi jaminan yang transparan. Dengan adanya rekomendasi hukum, risiko konflik dapat
diminimalkan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat ternadap sistem kredit. Oleh karena
itu, penulisan ini memiliki nilai praktis yang tinggi.

Kajian ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang adil bagi kreditur dan debitur.
Analisis hukum normatif memungkinkan penulis menelaah ketentuan KUHPerdata dan UU Jaminan
Fidusia secara mendalam. Pemahaman ini penting untuk menyeimbangkan kepentingan kedua pihak.
Dengan demikian, penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum
perdata. Hal ini sekaligus memperkuat landasan hukum praktik kredit mobil ’

Berdasarkan uraian di atas, penulisan ini dilakukan dengan judul: “Analisis Yuridis Akibat
Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Mobil Berdasarkan Kitab Undang-Undang Fidusia No
42 Th 1999” Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dan perlindungan
hukum bagi kreditur dan debitur. Kajian ini penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan
keadilan dalam perjanjian kredit mobil. Penulisan normatif ini juga diharapkan dapat menjadi
referensi akademik bagi pengembangan ilmu hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis pengaturan hukum dalam perjanjian kredit mobil berdasarkan Undang-Undang No.
42 Tahun 1999 tentang Fidusia?

Analisis yuridis merupakan upaya ilmiah untuk menafsirkan, menelaah, dan mengkaji suatu
peristiwa hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum,
serta asas-asas umum hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks penulisan ini, analisis
diarahkan pada penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap perjanjian kredit mobil
yang mengalami wanprestasi.

Dalam praktiknya, perjanjian kredit mobil merupakan bentuk perjanjian kredit konsumtif yang
melibatkan pihak kreditur (lembaga pembiayaan atau bank) dengan pihak debitur (konsumen).
Obyek dari perjanjian ini adalah mobil yang menjadi sarana transportasi dan sekaligus sebagai
jaminan fidusia atas pinjaman yang diberikan. Namun, dalam pelaksanaannya sering timbul
permasalahan berupa wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran
angsuran sebagaimana mestinya. Kondisi ini menimbulkan akibat hukum yang harus dianalisis
secara yuridis berdasarkan norma hukum positif yang berlaku. 19

KUHPerdata merupakan sumber hukum utama yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-
undang. Perjanjian kredit mobil tergolong sebagai perikatan yang lahir karena persetujuan antara
pihak kreditur dan debitur. Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa syarat sahnya suatu
perjanjian meliputi: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.

Dalam konteks perjanjian kredit mobil, apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka
perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata).
Prinsip pacta sunt servanda ini menegaskan bahwa para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian
dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, maka terjadi
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi bahwa ganti rugi
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karena tidak dipenuhinya suatu perikatan harus diberikan jika debitur, meskipun telah dinyatakan

lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam kasus kredit mobil, bentuk wanprestasi dapat berupa: (1) keterlambatan membayar
angsuran, (2) tidak membayar sama sekali, atau (3) melanggar klausul lain seperti menjual atau
mengalihkan mobil tanpa izin kreditur. Semua tindakan ini termasuk kategori breach of contract
yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian,

atau ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.

Selain itu, KUHPerdata juga memberikan landasan hukum mengenai tanggung jawab debitur.
Dalam Pasal 1244 dan 1245 dijelaskan bahwa debitur wajib menanggung biaya, kerugian, dan bunga
apabila tidak dapat membuktikan bahwa kelalaiannya disebabkan oleh keadaan memaksa (force
majeure). Dalam praktik kredit mobil, alasan force majeure dapat diterima hanya apabila debitur
mengalami kondisi yang benar-benar di luar kehendak dan kemampuannya, misalnya bencana alam

besar yang menyebabkan kehilangan penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengaturan
khusus terkait jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit mobil. Jaminan fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda

yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur).

Dalam hal kredit mobil, kendaraan bermotor menjadi objek jaminan fidusia yang didaftarkan
melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, jaminan
fidusia wajib didaftarkan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Sertifikat
Jaminan Fidusia yang diterbitkan menjadi bukti adanya hak eksekutorial bagi kreditur apabila debitur

melakukan wanprestasi.

Ketika wanprestasi terjadi, Pasal 29 UU Fidusia memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk

mengeksekusi benda jaminan. Eksekusi dapat dilakukan melalui:
a. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaan sendiri (parate executie);
b. Penjualan melalui pelelangan umum; atau
c. Penyerahan sukarela dari debitur.

Namun dalam praktik di lapangan, sering muncul persoalan mengenai pelaksanaan penarikan
kendaraan oleh pihak leasing atau debt collector. Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.
SE/2/V1/2021, pelaksanaan penarikan kendaraan harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan dengan
menunjukkan sertifikat fidusia yang sah. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum

berupa perampasan barang secara melawan hukum oleh pihak yang tidak berwenang.

Dengan demikian, penerapan UU Jaminan Fidusia dalam kasus wanprestasi kredit mobil
bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus perlindungan hukum bagi debitur.
Apabila proses penarikan dilakukan tanpa sertifikat fidusia atau tanpa prosedur hukum yang sah,
maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan

Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam analisis yuridis terhadap wanprestasi perjanjian kredit mobil, beberapa asas hukum yang

relevan antara lain:
a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata)

Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
b. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata)

Para pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti kejujuran dan

keterbukaan dalam melaksanakan kewajiban.
c. Asas Kepastian Hukum
Semua perikatan harus memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak.
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d. Asas Keseimbangan

Hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur harus seimbang, tidak boleh ada pihak yang
dirugikan secara tidak proporsional.

e. Asas Perlindungan Hukum — Negara menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang
beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam menilai keabsahan, pelaksanaan, maupun akibat hukum
dari wanprestasi perjanjian kredit mobil.

Akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil dapat dibagi menjadi dua:

a. Akibat Hukum Perdata, yaitu tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan

perikatan sesuai Pasal 1267 KUHPerdata.

b. Akibat Hukum Administratif atau Pidana, apabila penarikan kendaraan dilakukan tanpa
dasar hukum yang sah, yang dapat mengarah pada pelanggaran pidana perampasan barang
milik orang lain.

Selain itu, berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur
meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian, dan bunga (kosten, schaden en interest). Dalam praktiknya,
lembaga pembiayaan dapat mengenakan denda keterlambatan kepada debitur sebagai bentuk
kompensasi, sepanjang telah disepakati dalam klausul perjanjian.

Perjanjian Pembiayaan kendaraan roda empat no 12147 Pihak Debitur :

Nama : Ny Tresna Kusumaningati

No Polisi : F1909NY

Besar angsuran  : Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)
Tempo : 36 bulan

Pihak Kreditur

Nama Finance  : PT Lestari Global Motorindo

Dikarenakan kondisi ekonomi yang dialami debitur mengalami penurunan akibat berkurangnya
pendapatan dari operasional angkutan kota. Penurunan pendapatan tersebut berdampak pada
kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Akibatnya, debitur tidak
dapat melakukan pembayaran angsuran selama tiga bulan berturut-turut sehingga dinyatakan telah
melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama.

Pada kasus wanprestasi Ibu T terhadap Lestari Global Mobilindo, penulis sebagai paralegal
memperoleh pengalaman yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi
profesional dalam bidang bantuan hukum nonlitigasi. Pengalaman tersebut tidak hanya berkaitan
dengan penerapan teori hukum perjanjian dan hukum jaminan fidusia ke dalam praktik, tetapi juga
mendorong kemampuan dalam melakukan komunikasi, negosiasi, analisis permasalahan hukum,
serta penyusunan strategi penyelesaian sengketa yang mengedepankan kepentingan para pihak.

Pada tahap awal pendampingan, pihak finance memberikan surat kepada Ibu T dan memberi
waktu selama dua minggu untuk melunasi tunggakan. Namun karena batas waktunya sudah habis
dan ibu T belum mampu membayar tunggakan maka pihak finance meminta Ibu T untuk
menyerahkan unit mobil secara sukarela kepada pihak finance. Penulis melakukan melalui analisis
terhadap dokumen-dokumen hukum yang dimiliki klien, antara lain perjanjian pembiayaan, bukti
pembayaran angsuran, serta surat peringatan (somasi) dari perusahaan pembiayaan.

Dalam rangka menjawab somasi dari pihak finance, penulis (LBH Awalindo) menemui pihak
finance untuk melakukan negosiasi. Selanjutnya, selama proses pendampingan negosiasi, penulis
mengembangkan kemampuan komunikasi hukum (legal communication) dengan menyampaikan
kondisi klien kepada pihak perusahaan pembiayaan secara objektif, jelas, dan berdasarkan fakta yang
ada.

Penulis membangun komunikasi yang efektif atara klien dan pihak finance serta menciptakan
suasana musyawarah yang kondusif sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan secara
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sukarela.

Selain pengembangan kompetensi individu, penanganan perkara ini juga menghasilkan inovasi
sederhana dalam pelaksanaan pelayanan bantuan hukum nonlitigasi di LBHK Awalindo. Selama
proses pendampingan, penulis menyusun alur kerja (workflow) penanganan perkara wanprestasi
pembiayaan yang dimulai dari penerimaan konsultasi, pemeriksaan dokumen, identifikasi
permasalahan hukum, penyusunan alternatif penyelesaian, pelaksanaan negosiasi, hingga monitoring
pelaksanaan hasil kesepakatan. Alur kerja tersebut bertujuan untuk menciptakan standar pelayanan
yang lebih sistematis sehingga setiap perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat ditangani
secara lebih efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Pengembangan lainnya yang
diperoleh adalah penyusunan daftar periksa (checklist) administrasi pendampingan perkara
nonlitigasi. Checklist tersebut memuat dokumen-dokumen penting yang harus dipersiapkan sebelum
proses negosiasi, seperti identitas para pihak, perjanjian pembiayaan, bukti pembayaran angsuran,
surat peringatan dari perusahaan pembiayaan, kronologi perkara, serta rancangan alternatif
penyelesaian. Dengan adanya checklist tersebut, proses pendampingan menjadi lebih efisien karena
seluruh data yang diperlukan telah tersedia sebelum dilakukan pertemuan dengan pihak lawan.

Dari hasil penyelesaian perkara ini juga diperoleh pengalaman bahwa pendekatan persuasif dan
komunikasi yang baik sering kali lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi,
khususnya pada perkara wanprestasi pembiayaan konsumen yang masih memungkinkan tercapainya
kesepakatan damai.

Pendekatan tersebut mampu menghasilkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua
belah pihak, yaitu perusahaan pembiayaan memperoleh kembali objek pembiayaan untuk dijual,
sedangkan klien memperoleh kompensasi sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan hasil kesepakatan
bersama. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan hukum nonlitigasi yang
dilakukan secara profesional dapat mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan
berkeadilan.

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap KUHPerdata dan UU Fidusia, dapat disimpulkan
bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang memadai untuk mengatur
perjanjian kredit dan penyelesaian wanprestasi.

Analisis akibat hukum yang terjadi dari pihak wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil

Ketika terjadi wanprestasi, konsekuensi hukum timbul bagi kedua belah pihak. Bagi debitur,
akibat hukum yang paling utama adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 1246 KUHPerdata yang meliputi biaya, rugi, dan bunga. Selain itu, debitur juga dapat
kehilangan hak kepemilikan atas kendaraan yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila kreditur
mengeksekusinya.

Wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi
kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, setiap perikatan menimbulkan kewajiban
bagi debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka debitur dianggap wanprestasi.

a. Akibat Hukum bagi Debitur

Debitur yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan:

1. Kewajiban membayar ganti rugi, sesuai Pasal 1243 KUHPerdata, yang meliputi biaya, rugi,
dan bunga.

2. Pengakhiran perjanjian kredit secara sepihak oleh kreditur, karena kehilangan kepercayaan.

3. Eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh kreditur.

4. Penurunan reputasi hukum, misalnya masuk dalam daftar hitam pembiayaan (blacklist).

Debitur tidak dapat mengelak dari tanggung jawab dengan alasan ketidakmampuan membayar,
karena dalam hukum perdata prinsipnya adalah pacta sunt servanda—perjanjian yang telah
disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.
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Akibat hukum pada kasus wanprestasi ibu T berupa:
1. Ibu T menyerahkan unit angkot kepada Lestari Global Mobilindo Finance secara sukarela.
2. Setelah penyerahan unit mobil angkot, kewajiban membayar kredit maupun bunga telah
selesei.
b. Akibat Hukum bagi Kreditur

Kreditur juga dapat menanggung risiko hukum apabila melakukan eksekusi tanpa dasar hukum
yang sah, seperti penarikan kendaraan tanpa surat kuasa eksekusi atau tanpa sertifikat fidusia. Dalam
beberapa putusan pengadilan, tindakan seperti ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor
2741 K/Pdt/2011, dinyatakan bahwa kreditur tidak berhak menarik kendaraan debitur secara sepihak
di jalan umum karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi harus berdasarkan sertifikat fidusia yang terdaftar dan
dilakukan melalui prosedur pelelangan atau kesepakatan di bawah tangan.

Akibat hukum wanprestasi, dengan demikian, tidak hanya memberatkan debitur, tetapi juga
dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi kreditur jika prosedur hukum tidak ditaati. Hal ini
sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdata modern.20

Sementara itu, bagi kreditur, akibat hukum yang timbul adalah kewajiban untuk melaksanakan
eksekusi jaminan sesuai prosedur hukum, tidak boleh melakukan perbuatan sewenang-wenang.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, eksekusi harus dilakukan dengan
mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.21

Akibat hukum bagi kreditur pada kasus wanprestasi ibu T:

1. Pihak finance menerima pengembalian unit angkot dari debitur
2. Pihak finance memberikan kompensasi sebesar Rp 5.000.000 kepada debitur

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi tidak hanya membebani debitur, tetapi juga
menuntut tanggung jawab hukum dari pihak kreditur untuk bertindak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

1. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Mobil Perlindungan hukum dalam
perjanjian kredit mobil bertujuan untuk

menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan posisi antara kreditur dan debitur.
Perlindungan hukum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan
represif.

a. Perlindungan Hukum Preventif
Bersifat pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban para pihak. Misalnya:
1) Perjanjian kredit mobil harus dibuat secara tertulis dan disertai akta jaminan fidusia yang
terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial
(Pasal 14 UU Jaminan Fidusia).

2) Pihak kreditur wajib menjelaskan seluruh isi perjanjian secara transparan kepada debitur

sebelum menandatangani kontrak (asas keterbukaan).

3) Debitur memiliki hak untuk memperoleh salinan perjanjian dan sertifikat fidusia sebagai

bukti hukum yang sah.
b. Perlindungan Hukum Represif

Berlaku apabila telah terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Misalnya:

1) Debitur yang kendaraan fidusianya dieksekusi secara tidak sah dapat mengajukan gugatan

perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

2) Kreditur yang dirugikan akibat kelalaian debitur dapat menempuh jalur litigasi (pengadilan)

atau non-litigasi (arbitrase atau mediasi).

Selain itu, asas keseimbangan (equality before the law) dalam hukum perdata menuntut agar
kedudukan kreditur dan debitur tetap sejajar di hadapan hukum, sehingga tidak ada pihak yang
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dirugikan secara tidak proporsional. Perlindungan hukum ini juga diperkuat oleh Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, terutama jika debitur berstatus sebagai konsumen
individu.

2. Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi

Dalam praktik perjanjian kredit mobil, terdapat beberapa asas hukum perdata yang berperan
penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, yaitu:

a. Asas Pacta Sunt Servanda (Perjanjian Harus Ditepati)

Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Artinya, perjanjian kredit mobil mengikat kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad
baik. Pihak debitur tidak dapat menghindar dari kewajibannya dengan alasan pribadi, dan pihak
kreditur tidak boleh mengubah sepihak ketentuan kontrak.

b. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengandung makna moral dan hukum — kedua pihak
harus saling jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lain.

Dalam praktiknya, banyak sengketa kredit mobil muncul akibat pelanggaran asas ini, seperti:

1) Debitur dengan sengaja menghindari pembayaran atau menyembunyikan kendaraan;

2) Kreditur melakukan eksekusi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

3) Penggunaan klausul baku yang merugikan salah satu pihak.

c. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan

Asas ini menuntut agar pelaksanaan perjanjian dan penegakan hukumnya dilakukan secara adil,
tidak sewenang-wenang, dan sesuai peraturan. KUHPerdata serta UU Jaminan Fidusia memberi
dasar kepastian hukum melalui pengaturan syarat sah perjanjian, prosedur eksekusi, dan hak para
pihak.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit
mobil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai perjanjian kredit mobil di Indonesia pada dasarnya berlandaskan
ketentuan KUHPerdata mengenai hukum perjanjian, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah
perjanjian, Pasal 1338 mengenai asas pacta sunt servanda, serta ketentuan mengenai wanprestasi
dalam Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1267 KUHPerdata. Selain itu,
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan pengaturan khusus
mengenai pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor sebagai objek jaminan dalam
perjanjian kredit. Keberadaan sertifikat jaminan fidusia memberikan kedudukan hukum yang
kuat kepada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi, namun
pelaksanaan eksekusi tetap wajib dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku guna menjamin
kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

2. Wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun
kreditur. Bagi debitur, akibat hukum berupa kewajiban memenuhi ganti rugi, kemungkinan
berakhirnya perjanjian kredit, serta pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila
kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Sebaliknya, kreditur juga memiliki kewajiban untuk
melaksanakan hak eksekutorial sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan
tidak diperkenankan melakukan penarikan kendaraan secara sewenang-wenang tanpa dasar
hukum yang sah. Pada kasus wanprestasi antara Ibu T dan Lestari Global Mobilindo Finance,
penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan penyerahan kendaraan
secara sukarela oleh debitur kepada pihak pembiayaan disertai pemberian kompensasi sebesar
Rp5.000.000,00. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian secara
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musyawarah dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa
yang mengedepankan asas itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum tanpa harus

menempuh proses litigasi.

Dengan demikian, penerapan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia telah memberikan landasan hukum yang memadai dalam mengatur hubungan
hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit mobil. Efektivitas perlindungan hukum
tersebut sangat bergantung pada kepatuhan para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian serta
pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prinsip itikad baik, kepastian hukum dan

keadilan.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis wanprestasi dalam perjanjian kredit mobil
berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Masyarakat

Masyarakat, khususnya yang akan melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor, hendaknya
memahami secara menyeluruh isi perjanjian kredit beserta hak dan kewajiban yang melekat pada
masing-masing pihak sebelum menandatangani kontrak. Debitur juga perlu meningkatkan kesadaran
hukum dengan memastikan bahwa objek jaminan telah dibebani jaminan fidusia yang didaftarkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi
kewajiban pembayaran, debitur sebaiknya segera melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak
kreditur untuk memperoleh penyelesaian secara musyawarah, sehingga dapat meminimalkan

terjadinya wanprestasi dan sengketa hukum.
2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) Awalindo

LBHK Awalindo diharapkan terus meningkatkan perannya dalam memberikan edukasi dan
pendampingan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit serta
mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. Selain itu, LBHK Awalindo perlu mengoptimalkan penyelesaian sengketa melalui
pendekatan nonlitigasi, seperti mediasi dan negosiasi, sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur
pengadilan. Penguatan kapasitas paralegal melalui pelatihan mengenai hukum jaminan fidusia,
teknik mediasi, dan perkembangan putusan pengadilan juga perlu dilakukan agar pelayanan bantuan
hukum yang diberikan semakin profesional, efektif, dan mampu memberikan perlindungan hukum

yang optimal bagi masyarakat.
3. Bagi Universitas

Universitas diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan penelitian di
bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian dan jaminan fidusia, melalui
penguatan materi yang mengintegrasikan teori dengan praktik penyelesaian sengketa. Selain itu,
kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga bantuan hukum, lembaga pembiayaan, maupun
institusi penegak hukum perlu diperluas untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa
melalui kegiatan magang, penelitian lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan
demikian, lulusan program studi hukum tidak hanya memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga
kemampuan praktis dalam memberikan solusi hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, dan

keadilan bagi masyarakat.
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